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ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang
bersifat progresif karena tarif dasar atas pajak tersebut tidak melihat subyek pajaknya
melainkan obyek pajak yang dikenakan atas peredaran barang dan jasa. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk (1) untuk mengetahui apakah perhitungan pajak pertambahan nilai sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang No 42 Tahun 2009. (2) untuk mengetahui apakah
pencatatan atas pajak pertambahan nilai sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.
(3) untuk mengetahui apakah pelaporan atas pajak pertambahan sudah sesuai dengan
ketentuan undang-undang perpajakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan obyek CV Sinar
Serayu dan subyek Pajak Pertambahan Nilai, metode pengambilan data pada penelitian ini
dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan atas aktifitas perpajakan CV Sinar
Serayu, dan data Primer berupa wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
perhitungan yang dilakukan oleh CV Sinar Serayu sudah sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang No 42 Tahun 2009 dimana perusahaan baik dalam sistem maupun perhitungan
normal menggunakan tarif dasar Ppn yang sama yaitu 10% (2) Pencatatan Pajak pertambahan
Nilai pada CV Sinar Serayu sudah memenuhi aturan dari Undang-Undang No 42 Tahun 2009
dimana menghitung penjualan atas konsumen Non PKP nya dengan tarif yang ditentukan oleh
Undang-undang No 42 Tahun 2009.(3) Pelaporan yang dilakukan oleh CV Sinar Serayu
masih terdapat beberapa bulan pada tahun yang berbeda dalam hal ketepatan waktu dalam
pelaksanaan pelaporanya, hal ini menyebabkan CV Sinar Serayu mendapat sanksi
administrasi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

KATA KUNCI : Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai,Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai
dan Perhitungan Pajak pertambahan Nilai pada CV Sinar Serayu.
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LATAR BELAKANG

Dengan  semakin  cepatnya
berkembangnya laju perekonomian
dindonesia yang ditandai dengan
maraknya kegiatan usaha di seluruh
sektor ekonomi membawa dampak
yang signifikan terhadap kehidupan
masyarakat yang ditandai dengan
peningkatan daya beli masyarakat.
Hal ini  merupakan  sumber
potensial yang harus di gali dari
sektor ekonomi untuk kepentingan
Negara dalam hal perpajakan. Hal
ini  didukung dengan adanya
pertimbangan pada pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang mencapai
5,1% pada tahun 2017 (sumber:
kementerian
keuangan.go.id/APBN2017).

Jumlah tersebut merupakan
jumlah yang besar hal ini dapat
mempengaruhi terhadap adanya
peningkatan tingkat daya beli
masyarakat, kebutuhan dan
konsumsi masyarakat akan barang
produksi dan barang ekonomi
lainya membuat semakin banyak
bermunculan perusahaan distribusi
yang fokus utamanya adalah
menjual barang produksi dan
ekonomi lainya secara terorganisir

dan tersistem.
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Pengertian  pajak  menurut
ketentuan umum dan tata cara
perpajakan ( undang — undang
nomor 16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1
) adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang
pribadi maupun badan yang bersifat
memaksa berdasarkan  undang-
undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Perusahaan yang  memiliki
omset 4,8 miliar atau diatas
tersebut diwajibkan mengukuhkan
diri sebagai pengusaha kena pajak
atau (PKP), namun pada
implementasinya masih  banyak
ditemukan perusahaan distribusi
yang masih belum melaksanakan
kewajiban  atas  perpajakanya
dengan berbagai alasan seperti
tidak mengetahui bagaiman cara
perhitunganya, bagaimana prosedur
pencatatanya dan kapan pelaporan
pajak atas Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) tersebut dilaporkan dengan
benar,jelas dan lengkap sesuai
dengan ketentuan Direktorat
Jenderal Perpajakan. Dimana pajak

pertambahan nilai mengacu pada

simki.unpkediri.ac.id
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objek pajak bukan subyek pajak
seperti halnya atas pemungutan atas
pajak penghasilan.

Olen  sebab  itu  perlu
diadakanya analisa untuk setiap
kondisi masing-masing perusahaan
untuk membantu wajib pajak guna
memberi kemudahan untuk
melakukan perhitungan, pencatatan
dan pelaporan atas kewajiban
perpajakanya sesuai dengan
undang-undang maupun peraturan
peraturan perpajakan yang berlaku.
analisa disini bertujuan
mengarahkan wajib pajak dalam
menentukan  perhitungan  Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan
pencatatanya dimana di indonesia
menggunakan sistem perpajakan
self assessment dimana wajib pajak
diberikan keleluasaan yang
bertanggung jawab sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
perpajakan  untuk  menghitung,
menyetor dan membayar sendiri
pajak terutangnya secara mandiri,
selain itu  untuk melaksanakan
kewajiban perpajakanya dengan
melaporkan  atas  tanggungan
perpajakanya sesuai dengan
kebijakan dalam UU KUP Nomor
28 tahun 2007 dan PMK Nomor
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242/PMK.03/2014 tentang tata cara
pembayaran dan penyetoran pajak.

Obyek dalam penelitian ini
adalah sebuah perusahaan distribusi
CV Sinar Serayu yang merupakan
perusahaan yang bergerak dalam
bidang  pendistribusian  barang
dagang, peneliti tertarik untuk
menganalisa dan melihat
bagaimana perhitungan, pencatatan
dan pelaporan atas BKP (Barang
Kena Pajak) yang dijual oleh
perusahaan  tersebut Dimana
berdasarkan metode perhitungan
PPN yang dianut Indonesia yaitu
Credith Method terlebih dahulu
PKP harus mengurangi pajak
keluaran (PK) dengan pajak
masukan  (PM) yang  dapat
dikreditkan. Hal tersebut telah
diatur dalam Pasal 9 Undang-
Undang PPN dan PPnBM
Pengusaha Kena Pajak Apabila
dalam suatu masa pajak, pajak
keluaran (PK) lebih besar dari pada
pajak masukan (PM), maka
selisihnya merupakan PPN yang
harus dibayar PKP ke kas Negara.
Dan apabila dalam suatu masa
pajak, pajak masukan (PM) yang
dapat dikreditkan lebih  besar
daripada pajak keluaran (PK),

maka selisihnya merupakan

simki.unpkediri.ac.id
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kelebihan pajak yang dapat di
kompensasikan atau direstitusi pada
masa pajak berikutnya.

Sesuai  dengan  peraturan
perpajakan apabila suatu entitas
memiliki omzet penjualan lebih dari
4,8 miliar dalam satu masa pajak
maka diwajibkan untuk
mengukuhkan diri sebagai PKP
(Pengusaha Kena Pajak) dan CV
Sinar  Serayu sudah berstatus
PKP2015 namun dalam penerapan
perhitungan atas Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada
lawan transaksi /konsumen NON
PKP diberlakukan sama dengan
konsumen yang berstatus PKP
namun pungutan tersebut tidak
dicatat dalam kolom ‘“faktur yang
digunggung “ dalam laporan SPT
Masa-nya,Sedangkan  pencatatan
Ppn nya hanya memasukkan Pajak
masukan dari perusahaan yang
menerbitkan Faktur Pajak dan
mengeluarkan faktur pajak hanya
pada lawan transaksi PKP saja
tersebut

akibatnya  perusahaan

selalu mengalami “Lebih Bayar”
secara terus  menerus. Dan
berdasarkan wawancara tersebut
beliau memaparkan bahwa
pelaporan pajak terutangnya sudah

dilakukan namun serngkali terjadi
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keterlambatan pelaporan akibatnya
saat meminta Nomor seri faktur
pajak yang digunakan untuk
menerbitkan faktur pajak
mengalami penolakan oleh sistem
Direktorat Jenderal Perpajakan.
Berdasarkan latar belakang
yang dipaparkan diatas terkait
dengan permasalahan dan pokok
bahasan tersebut ,maka penulis
tertarik untuk meneliti tentang
Perhitungan,  Pencatatan  Dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
( Ppn ) dengan judul “ Analisis
Perhitungan, Pencatatan, Dan
Pelaporan Pajak Pertambahan
Nilai ( PPN ) Pada CV Sinar

Serayu Tahun 2014, 2015, 2016 «

METODE PENELITIAN

A. ldentifikasi VVariabel Penelitian

Sugiyono (2010:58)
Variabel

adalah segala

menyatakan bahwa :
penelitian
sesuatu yang berbentuk apa
saja yang di tetatapkan oleh
peneliti untuk  dipelajari
sehingga memperoleh
informasi tentang hal tersebut,
dan kemudian ditarik
kesimpulanya. Berdssarkan
pengertian diatas variabel yang

digunakan dalam penelitian

simki.unpkediri.ac.id
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ini adalah Pajak Pertambahan
Nilai.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional
menjelaskan cara tertentu yang
digunakan untuk meneliti dan
mengoperasikan konstrak,
sehingga memungkinkan bagi
peneliti  yang lain  untuk
melakukan replikasi
pengukuran dengan cara yang
sama atau mengembangkan
cara pengukuran konstrak yang

lebih baik.

C. Pendekatan dan Teknik Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang

digunakan padapenelitian ini
adalah pendekatan kuantitatif dan

Deskriptif,

. Teknik Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan
dalam skripsi ini adalah studi kasus,
dimana dalam metode ini dilakukan
pembahasan masalah berdasarkan
kondisi yang sebenarnya terjadi di
perusahaan.Alasan yang mendasari
digunakan metode kuatitatif
deskriptif Metode deskriptif sangat
suatu

cocok untuk menjawab

rumusan masalah yang dimana

E.

Liya Lusiana| 14.1.02.01.0363P
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peneliti akan menjabarkanya sesuai

dengan rumusan masalah yang digunakan.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

1.

2.

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada
CV  Sinar
Bangsongan
.Kayen Kidul, Kab.Kediri.
Waktu Penelitian

Serayu jalan raya
nomor 11/2, Kec

Penelitian ini  berlangsung dari
bulan Februari 2018 sampai Juni

2018

Subyek dan Obyek Penelitian
1. Subyek

Arikunto (2010:3) menyatakan
“Subyek

tempat

bahwa: penelitian

merupakan variabel
melekat, subyek penelitian ini
adalah tempat dimana data untuk
variabel di peroleh. Dalam
penelitian ini subyek penelitian
adalah CV Sinar serayu.Dimana
dalam penelitian ini subyek yang
dijadikan penelitian adalah bagian

perpajakan”.

. Obyek

Sugiyono (2003:14) menyatakan
bahwa: Obyek penelitian adalah
suatu atribut dari orang, obyek

atau kegiatan yang mempunyai

simki.unpkediri.ac.id
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variasi tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik  kesimpulan
dalampenelitian ini adalah Pajak
Pertambahan Nilai di CV Sinar
Serayu

F. Teknik Pengumpulan Data
1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan
sumber data Primer dan Sekunder.
a. Data primer
Merupakan data yang
diperoleh atau diambil secara
langsung dari objek yang
diteliti dari penelitian ini data
primernya berupa wawancara

dan Observasi.

b. Data Sekunder
Data ini merupakan data yang
berhubungan secara langsung
dengan  penelitian  yang
dilaksanakan dalam
penelitian ini  dokumentasi
dan hasil studi kepustakaan
merupakan data sekunder
yang digunakan  peneliti
dalam penelitian ini, yang
diperoleh dari Data internal
yang merupakan data
penelitian ~ yang berupa

dokumen-dokumen akuntansi
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yang dikumpulkan, dicatat
dan disimpan dalam oleh
perusahaan. Dalam penelitian
ini data intern dapat diperoleh
dari perusahaan berupa faktur
pajak masukan, faktur pajak
keluaran SPT Masa PPN dan
data-data yang diperlukan.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Kuantitatif

a. Perhitungan PPN
Analisis yang dilakukan
penulis dengan cara
melakukan perhitungan
dasar pengenaaan pajak
pertambahan nilai pada CV
Sinar serayu sesuai
peraturan  Undang-undang
nomor 42 tahun 2009 dari
obyek yang diteliti yaitu
pajak pertambahan nilai
yang sesuai dengan
peraturan perpajakan
undang-undang nomor 42
tahun 2009 dihitung sebagai

berikut ini :

Cara Langsung

PPN =10% x dasar pengenaan pajak terutang

Cara Tidak Langsung

PPN = Pajak Masukan-Pajak Keluaran x 10%

simki.unpkediri.ac.id
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b. Pencatatan PPN

Pengujian kuantitatif
pada pencatatan  Pajak
Pertambahan Nilai mengacu
pada peraturan dan
ketentuan pajak Undang-
undang nomor 42 tahun
2009 vyaitu wajib pajak
mengumpulkan data yang
dikumpulkan secara teratur
tentang peredaran maupun
penerimaan bruto dan atau
dari  penghasilan  bruto
pencatatan  atas  Pajak
Pertambahan Nilai
dilakukan  secara  terus
menerus dalam satu masa
pajak pencatatanya dimuat
dalam SPT Masa Ppn ke
dalam formulir 1107

sebelum adanya E-SPT.

. Pelaporan Ppn

Dalam penelitian ini
peneliti  mengacu  pada
undang-undang nomor 42
tahun 2009  penelitian
melihat waktu yang
dibutuhkan perusahaan
dalam melaporkan SPT
Masa Ppn, didalam Undang-
undang nomor 42 tahun
2009 batas waktu

penyampaian laporan SPT
Masa PPN adalah tanggal
30 bulan berikutnya.

2. Analisis Kuantitatif.
Sebagaimana terdapat
dalam peraturan pemerintah.

Dalam menganalisis data, ada

beberapa tahap yang akan

dilakukan penulis yaitu :

a. Perhitungan yang dilakukan
mengacu pada tarif pajak
pertambahan nilai yang
sudah  ditentukan  oleh
ketentuan  undang-undang
yang berlaku saat ini, pada
perhitunganya peneliti
melihat obyek dari pajak
pertambahan nilai

b. Dalam pencatatanya peneliti
melakukan pengamatan
dengan melihat bagaimana
pencatatan  obyek  Ppn
dicatat dan  dibukukan
sebelum dilakukan
penghitungan  ppn, Ppn
dicatat  dalam  sebuah
dokumen bernama faktur
pajak baik penjual maupun
pembeli memilikinya
namun bagi penjual faktur
pajak tersebut digunakan

sebagai faktur keluaran dan

Liya Lusianal 14.1.02.01.0363P simki.unpkediri.ac.id
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bagi pembeli faktur pajak

tersebut  dicatat
pajak masukan.

c. Peneliti melakukan analisis
dan membandingkan

mengenai kesesuaian antara

undang-undang

berlaku dan bagaimana
implementasi pelaporan itu

dilaksanakan, karena dalam

melaporkan  Ppn
diberikan  waktu

batas dalam melaporkan
kewajiban terutangnya
apabila PKP melewati batas

waktu yang diberikan maka

berdasarkan

undang KUP tahun 2007
yang didalamnya mengataur
tentang denda administratif

yang tertera pada pasal 7

dimana  apabila

keterlambatan

pelaporan SPT Masa Ppn

maka wajib pajak akan

dikenakan

administratif berupa materil

sebesar  500.000

bulanya.
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HASIL DAN KESIMPULAN
A. Analisis Perhitungan

Analisis ini dilakukan untuk
mengetahui bagaimana tata cara,
ketepatan dan kesesuaian
perhitungan atas pajak pertambahan
nilai yang dilakukan oleh CV Sinar
Serayu. Pada umumnya
perhitungan dari Pajak
Pertambahan Nilai terutang
digunakan sebagai acuan untuk
mengetahui besaran pajak yang
dibayarkan perusahaan kepada
negara melalui Bank persepsi yang
khusus menerima dan melayani
pembayaran pajak.

Pada dasarnya perhitungan
atas Pajak Pertambahan Nilai
adalah dengan mengalikan tarif Ppn
yaitu sebesar 10% dan 0% untuk
barang Expor dengan Dasar
Pengenaan Pajak (DPP).

Dirumuskan sebagai berikut ini:

Ppn yang Terutang = Tarif Ppn x DPP

Berikut ini adalah data
rekapitulasi dari perhitungan atas
penjualan CV Sinar Serayu yang
dikenakan Ppn baik penjualan atas

konsumen PKP maupun Non PKP.

simki.unpkediri.ac.id
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CV Sinar Serayu

Rekapitulasi Pajak Pembeli Non PKP 1 H
e harus dibayarkan oleh CV Sinar
T T T Serayu adalah Sebagai berikut ini :

X
X
R 3
X
X

Tan  Ppndaripembeli  PpndaniPembeliNon  Jumlah Ppn Terntang
PKP PKP

H
E
e

30 | Rp N4386110 | Rp  MTINNNN

T BT T lLKEE
a5 R NLEIMD Ry RSN Tp l0N4ER
Al R SIMMOME Ry NI Bp LD

Selain data mengenai pajak

pertambahan nilai atas konsumen Dari data yang dihimpun tidak ada

dengan PKP CV Sinar Serayu juga indikasi mengenai  tata cara

memiliki transaksi atas konsumen
tanpa PKP, Data-data tersebut

perhitungan yang dilakukan oleh

CV Sinar Serayu dan perhitungan

dihimpun dari bagian keuangan CV yang ditentukan oleh Undang-

Sinar Serayu mulai dari laporan undang perpajakan. Dimana setelah
penjualan atas konsumen non PKP
tahun 2014, 2015, 2016 dengan

data sebagai berikut ini.

didapatkan DPP dari suatu transaksi
atas penjualan barang CV sinar
serayu telah menghitungnya dengan
rumus yang  sesuai  dengan

CV Sinar Serayu peraturan perundang-undangan

Rekapimlasi Pajak Keluaran Konsumen PKP
Periode 2014,2015,2016

yaitu dengan mengalikan DPP

dengan tarif Ppn sebesar 10%.

o S5THLOSLD

B. Analisis Pencatatan

3536337300

[l e e e e i

Pajak ~ masukan  yang

15491 285,00 111351955500

) dijadikan  kredit pajak terutang
Berdasarkan tabel diatas _ _
) ] oleh CV Sinar Serayu digunakan
CV Sinar Serayu menghitung ] ) ]
] dalam memperhitungkan sisa pajak
jumlah DPP yang akan _ _
) ) yang terutang di perusahaan , pajak
dipergunakan  untuk  memenuhi _ )
) o masukan dianggap sah apabila
tanggung jawabnya sebagai wajib _ _
) ) ) dapat dibuktikan dengan adanya
pajak yaitu membayar pajak atas _
] fatur pajak. Dalam pencatatanya
Ppn yang terutangnya. Dari data
) ) yang perlu diperhatikan adalah sifat
diatas jumlah Ppn terutang yang

Liya Lusianal 14.1.02.01.0363P simki.unpkediri.ac.id
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dari pajak keluaran dimana pajak ini menjadi piutang perusahaan
keluaran ini merupakan hutang kepada negara, yang dapat ditagih
PKP kepada negara, sebaliknya atau diklaim kan dengan cara
pajak masukan merupakan piutang restitusi atau kompensasi ke masa
negara kepada PKP yang dapat di pajak berikutnya.
restitusikan atau di kompensasikan
kepada PKP oleh negara. o %
Pencatatan atas Pajak Pertambahan " T
Apul Re 164,025 856 Re 208032 320 Re 41005454
nilai dapat dilihat pada tabel berikut - o s S s
ini — " Mm - - @M)
— e
Nopomber Rp 55342644 Rp 46118570 Rp S1B.TH)
Dezemsber Ep 176975496  Kp 1474080 Kp (29.455.418)
Felaz Frotimegae Ppa Takes 1014
TR KELUARAR TR MASUEAN EFLISIHE AVAR el Fp TS Ry MENS R L
e e s il
w e ow ewe o am
— A e Rl . .
i % s R T #0573 Pa_]ak dengan status lebih
A S —
o s bayar maka perusahaan akan terus
I IIII——_—— mengkompensasikanya ke masa

pajak  beriutnya secara terus

Dari tabel Pecatatan Ppn tahun menerus karena kelebihan atas

2014 dapat dilihat bahwa pada pembayaran tersebut merupakan

bulan bulan yang terdapat tanda piutang perusahaan kepada negara.
jumlah yang harus dibayarkan oleh
perusahaan adalah Rp 22.245.217

namun pada tahun sebelumnya

buka tutup kurung adalah jumlah
antara pajak keluaran dan pajak

masukan yang mengalami kurang

bayar, selisih dari kurang bayar negara masih memiliki saldo untuk

tersebut harus dibayarkan oleh kelebihan ~ pemnbayaranya  oleh

perusahaan kepada negara, karena sebab itu dapat dikompensasikan

seperti yang disebutkan tadi bahwa secara berurutan dari masa pajak

pajak keluaran merupakan hutang setiap bulannya.
PKP kepada negara, selain itu

tercatat mengalami lebih bayar hal

Liya Lusianal 14.1.02.01.0363P simki.unpkediri.ac.id
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Belis Fertiresgas Pya Takee 1018

TP RELUARAN TP MASURAR TELEH BATAR
Tazmss % 44458071 Rp 4mI43M Rp HIIM43D)
Febreari R 19EWI3  Rp 180870 Rp 1505375
Alarec % 171854180 Rp 1514014 Rp asrdo0n
gl £ TII046T  Rg IRE050  Rp WILS
A £ T1I64515  Rp $3ZIW  Rp 24088275
Tumi £ 15718905 Rp 1mB1TIE Rp .
E=3 R #2112 Rp 1238505 Rp £
Agnares ES 17166 Rp 1n43010  Rp ’
Srpromber R HRIMTH Rp 19130 Rp 413II8TET)
Oktsber ES MO1M4EE Rp 1MEN0ST Rp 3737689
Nepmber £ 374420135 Rp 3Z0MES  Rp ELH33TL)
Desraber % WziEE Rp 1msMEl Rp E0.520872)
Temlik Fp  1SMT4TEEM Fp  DASETHIEL By {0334 583

Dilihat dari tabel pencatatan
Ppn tahun 2016 masih banyak
beberapa masa pajak yang kurang
bayar, hal ini dapat diselesaikan
dengan merestitusi kelebihan bayar
atas pajak yang dibayarkan
perusahaan kepada negara untuk
menutup kekurangan atas masa

pajak tersebut.

C. Analisis Pelaporan

Untuk Spt Masa PPN
sendiri  wajib pajak dalam
pelaporanya menggunakan
formulir 1111, dan berikut ini
adalah ringkasan pelaporan yang

telah dilakukan oleh CV Sinar

DATA REKAPITULASI PELAPORAN PPN
CWV Sinar Seravu
Bulan 2014 2015 2016

Jamwari 15 Fobruai 2014 21 Febeuani 21015 13 Febroas 2006

Febreari 27 Fobroai 2014 14 Maret 2015 03 Maret 2015
Maret 30 Agril 2014 12 Aps12015 14 Msi 2015
Aprd 03 Med 2014 27 Mei 2015 14 M 2018
¥ 15 Fae 2014 03 Jund 2015 17 Foci 2006
Jus 2% Il 2014 11 Fali 2015 21 Jali 2016
Juki 30 Aguata 2014 12 Agmatas 2015 03 Agumtsm 2015
Agestaz 08 14 21 32p 2015 35w 2015
Sepwmber 17 Ctaober 2014 25 Cktober 2015 10 Cieober 2018
Oisber 05 Nopember 2014 11 Nopamber 2015 02 Desesrber 2016
Nepember 17 Desnrber 2014 12 Dosarcber 201 02 Desesrber 2015
D omber 05 Tarsari 2015 31 Farmsari 2018 13 Jammasi 2017
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Dari data diatas CV Sinar
Serayu telah melaporkan Laporan
Spt Masanya secara rutin, namun
ada beberapa bulan yang masih
terjadi keterlambatan  yaitu
terletak di bulan Maret 2016 dan
Desember 2016.

D. Kesimpulan

1. Prosedur perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) pada
CV Sinar Serayu, berdasarkan
Self Assessment System dimana
negara memberikan kebebasan
yang bertanggung jawab kepada
wajib pajak untuk menghitung
sendiri  pajak  terutangnya.
Proses  perhitungan  Pajak
Pertambahan Nilai atas
penjualan BKP yang dilakukan
oleh CV  Sinar  Serayu,
mengenakan tarif Pajak
Pertambahan Nilai dengan tarif
10% x Dasar Pengenaan Pajak
(HargaPenjualan), yang diatur
dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 42
tahun 2009.

2. Sesuai dengan Keputusan

Menteri Keuangan Republik
Indonesia, maka CV. Sinar
Serayu pada saat melakukan

transaksi dengan lawan

simki.unpkediri.ac.id
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transaksinya (penjual-pembeli)
hanya melakukan perhitungan,
pencatatan, dan pelaporan
Pajak  Pertambahan  Nilai
(PPN).

Pada saat melakukan pelaporan
SPT Masa PPN CV Sinar
Serayu melakukan pelaporan
melalui sistem pajak yang
sering kita sebut dengan SPT
Masa dimulai sejak juni 2014
sistem perpajakan dalam hal
pelaporan SPT Masa Ppn wajib
pajak diwajibkan menggunakan
form SPT Masa PPN dengan
dilampirkan file CSV yang
merupakan soft file yang
merupakan salah satu
persyaratan dalam melaporkan
SPT Masa PPN. Namun
Pelaporan PPN atas penjualan
BKP  menggunakan sarana
Surat  Pemberitahuan (SPT)
Masa PPN yang pelaporannya
masih sering terlambat karena
melampaui jatuh tempo
pelaporan vyaitu paling lama
akhir bulan berikutnya setelah
Masa Pajak berakhir.

PENUTUP

Penulis  melihat  beberapa

ketidaksesuaian yang timbul,
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dari aktifitas perpajakan yang
dikelola oleh CV Sinar Serayu
oleh karena itu penulis
menyampaikan beberapa saran
untuk CV Sinar Serayu
sebagai  bahan  masukan,
diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi isi
dokumen perpajakan,
terutama mengenai SSP
dan SPT Masa PPN
sehingga sesuai dengan
peraturan perpajakan yang
berlaku.

2. Meningkatkan kepatuhan

atas  ketepatan  waktu
dalam penyampaian SPT
Masa PPN.

3. Melakukan Tax Planning

agar terjadi kesesuaian
antara pajak masukan dan
pajak keluaran sehingga
tidak menimbulkan
kecurigaan dari direktorat
jenderal perpajakan atas
penggelapan pajak.
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